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PERATURAN BUPATI BEKASI

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

EUPATI BEKASI,

bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang FPaiak
Daersh Sebagaimana telzh diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 Bagian kelima paragraf
| ketentuan pasal 18 s.d pasal 22 | maka perlu adanya patuniuk
pelaksanaan sebagat Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklama ;

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf & di atas, pedoman pemungutan pajak reklame, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undarg-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dasrain-dasrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo' 4438);

Undang-Undang Nomor 2B Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulkan
Feraturan Perundang-Undangan (Lembaran MNegara Republik
Indenesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Nagara
Repupiik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomaor 244);
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Peratwran Pemerntsh Momor 58 Tahun 2005 tentang
Fengsiolaan Keuangan Daerah (Lembaran MNegzra Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 4578)

Pergturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahar Caerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 MWomor B2, Tambshan Lembaran MNegara Republik

Indonasia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Casrah- atau Dibayar Sendiri cleh Wajib Pajsk (Lembaran
MNegara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor &);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010
tentang  Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Takun 2010 Nomor 7):

Peraturan Daarah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012
teniang Ketertiban Umum {Lembaran Daerah Kabupaten Bokasi
Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Feraturan Daersh Kabupaten Bekasi Momor 7 Tahun 2012
tertang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Fajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daersh
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita
Dasrah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 45);

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata
Cara lzin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bekasi
(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013  Norior 15);

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tatalaksana Kerja Dinas Pendapatan Daerah
( Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 65 §:

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Nilai
Sewa Reklamne (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015
Nomor 3);
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB |
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dzlam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Bekasi
Femenntah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebage' unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Bekasi
Organisasi Perangkat Dserah (OPD) adalah Dinas yang melaksanakan Tugas

Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
persercan kemonditer, parsercan lainnya, badan usaha milik Negars atau daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan alau organisasi yang sejenis, lembaga, dana persiun,
bentuk usaha tetap sert2 bentuk badan usaha lainnya

Pejabat yvang ditunjuk adalah pejabat di lngkungan Pemerintah Daerah yang
berwenang dalam Bidang pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dan
Bupati

Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib yang
dilakukan cleh orang/pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada dasrah
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlak dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah

QObjek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame.
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan

Heklame.

Feklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut beniuk
susunan dan corak ragamnya untuk tujuen komersial, dipergunakan untuk
menunjukkan tempat, memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
parang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihal, dibaca dan
atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh
pamearintan,

Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah ukuran nilai yang
dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah
keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelencgara
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reklame, termasuk biayatharga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik,
ongkes perakitzn, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan,
pemasangan, fransporias! pengangkutan dan lain sebagainya, sampai dengan
bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau
terpasang di tempat vang teliah dijjinkan.

Nilal Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah
ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, yang ditentukan
oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang reklame.

Lokasi reklame adalah suatu tempat pemasangan reklame yang perhitungannya
berdasarkan kritena pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus,
central business distric/pusat kota, business distric/tempat-tempat perdagangan,

kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan campuran, zona industri dan

kawasan terbuka.
Kelas jalan adalah klasifikasi jalan meliputi jalan tol, jalan nasional, jalan propinsi,

jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.

Sudut Pandang Reklame adalah jumlah arah pandang rekiame yang dipasang
pada’suatu titik lokasi reklame dengan bentuk tertentu.

Kawasan khusus adalah suatu kawasan tertentu yang dipandang mempunyai nilai
strategis tertinggi dalam pemasangan reklame.

Central Business Distric/Pusat Kota adaleh suatu kawasan vang terlatak dalam
Ibukota Kabupaten dan Kecamatan yang didalamnya terdapat berbagai jenis
kegiatan perskonomian ssperti pasar, perkantoran atau perdagangan dan jasa
yang dipandang mempunyai nilai strategis kedua dalam pemasangan reklame.

Busines Distric adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat satu jenis
kegiatan seperti perkantoran, perdagangan dan jasa atay pasar saja yang
dipandang mempunyai nilai strategis ketiga dalam pemasangan rekiame.
Kawasan IndustrifPerumahan, Kawasan Campuran dan Zona Industri adalah
syaty kawasan industrilperumaban, kawasan campuran (industri, perumahan,
perdagangan dan perkantoran), serta zona industri yang dipandang mempunyai
nilai strategis keempat daiam pemasangan reklame.

Kawasan Terbuka adalah suatu kawasan selain dari pada tersebut pada angka
10 sampai dengan 13. yang dipandang mempunyai nilai strategis kelima dalam
permasangan reklame.

Damija Tel adalah Daerah Milk Jalan Tol sesuai dengan oeraturan perundang-
ungangan yang berlaku.

Dawasja Teol adalah Daerah Pengawasan Jalan Tol dengan radius 100
Metar dari Damija, termasuk lokasi yang berjarak 100 Meter dari pintu tol,
Jembatan penyeberangan adalah jembatan penyeberangan unluk pejs an kakj
dan atau kendaraan yang melintas jalan tol, jalan negara, jalan propinsi dan jalan
kabupaten/lingkungan,

Jalan  lingkungan  adalah  jalan yang dibangun  atas  swadays
masyarakat/pengembang vang kemudian menjadi asel pemerintah daerah.



27

3.

34.

ik
[y |

J5.

3.

39,

Reklame B#board adslah rekiame yang diselenggarakan dengan menggunakan
bahan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang
sejenisnya, dipasang pada tempal vang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan
cara digantung atau ditempelkan pada benda lain,

Reklame Billboard Sinar adalsh reklame vyang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, batu, logam atau

bahan lain yang sejenisnya, serta penymnar atau alat lain yang bersinar yang
dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara

digantung atau ditempelkan pada banda lain.

Rekiame Papan Merek adalah rellame yang diselenggarakan dengan
meanggunakan papan

Reklame Neonsign/Neonbox adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan plastik, fiber dan lampu neon.

Reklame Tin Plate adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan
bahan alumunium, seng, plat besi dan sejenisnya.

Reklamea Balige adalah reklame yang diselenggarakan terbuat dan papan, kain,
triplak, stereoform, bisa berupa lukisan yang bersifat tidak permanen .

Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)Dynamic Wall

adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame
atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwamna yang dapat

berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan
bahan kain atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

Reklame Melekat/Posier adalah reklame yang berbentuk tulisan gambar dengan
pewarna dalam satu atau lebih bangunan yang ketentuan luasannya sesuai
dengan ukuran tulisan gambar dengan pewarna dimaksud, dan reklame
melekat/paster yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan cengan cara
disebarkan. diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan,
digantung, atau dipasang pada benda lain dengan yang ketentuan luasnya tidak
lebih dari 200 em® per lembar

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan
ketentuan tidak untuk ditempelkan atau diletakan pada benda lain.

Reklame Kendaraan Berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan pada
kendaraan dengan cara di'ukis, digambar dan atau ditempel.

Rekiame Udara adaish reklame yang diselenggarakan diudara dengan
menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis.

Reklame Film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
manggunakan, klise berupa kacaffilm, ataupun bahan lain yang sejenis dengan
ftu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda
lain di dalam ruangan.

Reklame Peragaan adalzh yang diselenggarakan dengan cara memperagakan
suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
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oural Pemberfiahuan Pajak Daerah, vang dapat disingkat SPTPD,adalah surat
yang olsh Wajb Pajak digunakan untuk melzporkan perhitungsn dan/atau
pembayaran Pajak Obiek Pajak danfatau bukan objek Pajak, danfatau haria dan
kewajiban sesual dengaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerzh.
Sural Seloran Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penvetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunukan
fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surst Ketetapan Pajsk Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat
ketetapan najak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terhutang.
surat Keletapan Pajak Daearah Kurang Bayar vang selanjutnya disingkat
SKPDKE, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah polok
pajax, jumiah kredit pajak, Jumiah kekurangan pembays——" pokok pajak besarnya
sanksi administrasi, dan jumlzh pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Psjak Daearzh Kurang Bayar Tambahan, yang selaniutnva
disingkat SKPDKET, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumiah pajak yang telah ditetapkan

=urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKFDLB,
adalah sural ketelapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau
seharusnya tidak terhutang.

sSurat Keletapan Pajak Daarah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama baﬁamya
dengan jumiah keredit pajak atau pajak ticak terhutang dan tidak ada kredit pajak,
Surat Taginan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk
melakukan taginan pajak danfatau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

BAB I
JENIS OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2

Obyek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame

Jenis Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi -
Reklame Papan/BilbnardVideotron/Megatron dan sejenisnya

Raklame Kain/umbubumbaul ; ;
Reklame Melskat, Stiker 2
Reklame selebaran |

Reklame Berjalan Termasuk Pada Kendaraan :

Reklame udara ;

Reklame Apung ;

Reklame Suara ;

Reklame Film/slide; dan

Reklame Peragaan.

R = B = =
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Pasal 3

¥ang Tidak tesmasuk obyek Pajak Reklame adalah !

Penyelenggaraan Reklame melalyi internat, Televisi, Radio, Warta harian,
Warta mingguan, Warta bulanan dan sejenisnya |

Labal / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya ;

Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
ternpal usaha atau profesi disslenggarakan sesuai dengan letentuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut | :
Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan scsial dan
kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial  yang
diselenggarakan oleh masyarakat ; dan .
Reklame yang diselenggarakan oleh kontestan peserta pemilu legislatif,
pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daeran

Pasal 4

Subyek Pajak Reklame adalah crang pribadi atau badan yang menggunakan
dan/atau yang menyelenggarakan Reklame,

Dalam hai reklame yang diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga
merupakan wajib pajak Reklame.

BAE 1lI
DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal §

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR. —
Reklame yang diselenggarakan cleh pihak ketiga, masa pajak disesuaikan

dengan jangka wakiu ijin reklame. .
Penggantian teks dan gambar Reklame dalam 1 (satu) masa Pajak Maka

dikenakan sebagai objek Pajak yang baru.

BAB IV
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 6

Wilaysh Pemungutan Pajak di Wilayah Kabupaten Bekasi

Pasal 7

Bupati atau Organisasi Perangkat Daerah {OFPD) melakukan pemungutan pajak
yang meliputi ©

a.

- oQ0 o

Fendaftaran dan/atau Pendataan ;

Penetapan ;

Pembukuan dan Pelaporan ;

Keberatan ,

Penagihan ;

Pembetulan, Pengurangan , Pembatalan , Penetapan, Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi adminstrasi ;dan

Pengembalian kelebihan Pembayaran



BABV
TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 8
11 Setiap penyelanggara reklame wajib mendaftarkan untuk menjadi wajib pajak
rexlames
2/ Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sebagaimana
berikut

a Penyelenggara/Penanggung jawab atau  kuasanya marp;;jul-;gn
permohonan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wajib
pajak reklame

b. Permohonan yang telah dilengkapi dengan data pendukung selanjutnya
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan

a) Surat Pengukuhan sebagai wajib pajak reklame
b) Kartu NPWFD
c) SKPD

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 9
1} Waijib Pajak mengisi SPTPD secara benar, jelas, lengrap dan ditandatangani
olzh wajib pajak atau kuasanya

2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Organisasi
Perankat Daerah (OPD) yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, paling
lambat 15 hari keria setelsh berakhimya masa pajak dengan dilampiri
keterangar atau dokumen yang ditetapkan oleh Organisasi Parangkat Daerah

(OPD;

3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas
waktu penyampaian SPTFPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

4] SPTPD dianggap tidak disampaika,, apabia tidak ditandatangani dan atau
dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan,

5] Pajak yang terutang ditetspkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

6] Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain
yvang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh
Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah (OFD).

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 10

1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang ditunjuk atas suatu :



a SKPD:
b SKEPDT;
c. SKPDKBT,
d. SKFDLB;
a. SKPDN.
2\  Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi
ketentuan dan persyaratan sebagaimana Peraturan Pamajakan yang berlaku,

Bagian Keempat
Tata cara Pembayaran dan Penagihan Pajak
Pasal 11

1% Pembayaran pajak reklams terutang dilakukan setelah ditetapkan pajak dengan
menggunakan Surat Katetapan Pajak Daerah (SKPD)

2} Apabila batas wakiu pembayaran jatuh pada hari fibur, maka batas wakiu
pambayaran jatuh pada han kerja berikutnya.

3}  Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
bendahara penerima Pendapatan Dasrah yang ditunjuk atau Bank BJB (Bank
Jabar Banlen)

4) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan oleh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), merupakan Pajak terhutang yang wajib dibayar oleh
wajib pajak.

5} Pembayaran pajak melalui bendahara penerimaan, wajib pajak akan langsung
dapat menerima SSPD yano sudah divalidas:

&) Pembayaran Pajak melalui Bank, tanda bukti pembayaran/slip setoran dari
Bank merupakan dasar penerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang
telah divaiidasi.

7} Apabila pembayaran pajak terhutang dilakukan setelah jatuh tempo
sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi denda keterlambatan
pembayaran sebesar 2% perbulan dan pajak terutang.

31 Penagihan Pajak terutang yang telah lewat jatuh tempo dilakukan dengan
menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Bupati melalu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Dapat menerbitkan apabila |

a) Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang bayar ;

bl Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

¢} Wajib Pajak dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan
menggunakan STPD.
Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Pasal 12

1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karana jabatan atau atas permohonan Wajib
Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPKB, SKPDKET atau STPD, SKFON
atau SKPDLB vang dalam penerbitanya terdapat kasalahan tulig, kesalahan
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heung danvatau kekelruan dalam pensrapan peraturan perundang-undangan
perpajakan dasarah,
Bupal atau Organisasi Peranghat Daerah (OPD! dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sarksi administrasi berupz bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurl peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD atau SKPDKE SKPDKEBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administras| dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {2) sesuai
dengan Ketentuan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku, ditatapakan oleh
Bupati melalui Organizasi Perangkat Daerah. ol

Bagian Keenam

Pengembalian kelebihan pembayaran
Pasal 13

Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan, dan
putusan banding, waiio Pajak dapat mengajukan permohonan psngembalian
kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah,

Terhadap kelebihan pembayarsn pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajb Pajak.

Berdasarkan permohonan pengembaiian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau berdasarkan keputusan keberatan salinan putusan banding dari Pengadilan
Pajak, Bupati melalui Organisasi Perangkat Daearah (OPD) menerbitkan SKPDLB
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perse, ., sebulan untuk jangka
waktu paling lama 24 bulan yang dihitung sejak bulan psiunasan yang
manyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya
SKPDLB. i

Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dikompesasikan dengan jenis Pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan
untuk melunasi utang pajak dasrah lsinnya.

Tata cara Pengembalian kelebihan pembayaran Fajak beriut  imbalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan
Perpajakan yang berlaku,, ditetapkan cleh Bupati melalui Organisasi Perangkat
Dasrah (OFPD).

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Fasal 14
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pajak dilakukan oleh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dengan Organisasi Perangkat Darah (OFD) terkat
lzainnya sasuai dengan tugas pokok dan bidang kewenangannya.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pmgundangan_ F‘elraturm
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Desember 2015
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